BUPATI GAROT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 104 TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA STRATEGIS KECAMATAN CIHURIP TAHUN 2019-2024

Menimbang

Mengingat

PEL,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

- BUPATI GARUT,

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 123 ayat (1} Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata
Cara Perencansan, Pengendaliann dan Evaluasi Pembangunan
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Reneana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata
Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Ketja
Pemerintah Daerah, Bappeda menvampaikan rancangan akhir
Renstra Perangkat Daerah vang telah diverifikasi kepada
Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan
dengan Peraturan Kepala Daerah; : '

bahwa berdasarkan. pertimbangan sebagaimana ' dimaksud
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang

- Rencana Strategis Kecamatan Cihurip Tahun 2019-2024;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1930 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten Delam Lingkungan Propinsi Jawa
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagatmsna tdah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang .
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang -
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tghun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam .
Lingkungan Propinsi Jawa Barat {Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2851}; .

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan -
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

Undang-Undang - Nomeor i Tahun 2004  tentang
Perbendaharaan Negara {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355); T



10.

11.

I3.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembarant Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Nepara Republik Indonesia
Nomor 4700

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007  tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomeor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4725);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomeor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Deerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan  Pemerintah  Nomor 26 Tahun 32008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833),
scbagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tabhun 2017 tentang Perubahan atag Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6042};

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 20{0 Nomor 21, Tambahan Lembaran Nepara

- Republik Indonesia Nomor 5103);
12

Peraturan Pemerintah Nomeor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubemur gebagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indgnesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);
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Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tshun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Repuhblik
indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Megara
Republik Indonesia Nomozr 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2017
fentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian
dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Deaerah, dan Fencana Kerja
Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312},

Peraturan Daerab Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor' 88);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 {Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan
Lembaran Daerah - Provinsi Jawa Barat Nomor 45),
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerash Provinsi
Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana .
Pembangunan Jangka Panjpng Daerah Provinsi Jawa BRarat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat
Tehun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provins{ Jawa Barat Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor § Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah |
Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023 {Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lembearan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Peratlran Daerah Kabupaten Garut Nomol 4 Tghun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daergh
(RPJFD) Kabupaten Garut Tahin 2005-2025 (Lembaran
Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);

Peraturan Daerah Kabupaten CGarut Nomor 20 Tahun 2011
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut.
Tabhun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 29011 Nomor 29,  Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Nomor 5

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran
Daersh Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3}
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Peraturan Pemerintalh Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelelaan Keuangsn Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomoer 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Delam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaasn, Pengendalian
dan Evaluasi Pembanguynan Daerah, Tata Cara Evaluasi
Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunanm
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerj
Pemerintah Daerah (Berita MNegara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 1312}; v

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun Qﬂlf}

tentang Rercana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat -~ .
Tehun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat .- '

Tahunn 2010 Nomor 22 Seri E, Tambahan lembaran Ilaerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 88);

Peraturan Daerah Provins Jawa Barat Nomor 9 Tahin 21}08 .

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Provingi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tarnbahan
Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 45),
sebagaimana tedah diubah beberapa kali, terakbir dengan
Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019
tentang Perubahan  Kedua Atas Peraturan Daerah Prowvinsi
Jawa Barat Nemor 9 Tahm 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjng Daerah Provinsi Jawa Barat
Tahun 2005-2025 (Lembaran Daemh Provinsi Jawa Barat
Tahun 2019 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangks Menenpah Daerah
Provinsi Jawa Barat Talnm 2018-2023 (Lembaran Daerah
Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 8 Seri E, Tambahan
Lernbaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 237);

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
(RPJPD) Kabupaten Garut  Tahun 2005-2025 (Lembaran
Deerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4];

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomer 29 Tahun 2011

tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut
Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut
Tahun 2011 Nomor 29, Tambshan Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Nomor 3); '

Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Deerah (Lembaran
Daeral: Kabupatenn Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);



22 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut
{Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6}

23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Garut (Lernbaran Drerah
Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

24, Peraturan Daergh Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Dacrah

. Kabupatéen Garut Tahun 2019-2024 ([Lembaran Daerah
Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1);

25. Perattiran Bupati Garut Nemor 27 Tahun 2016 tentang
Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Garut (Berita Daerah  Kabupaten  Garut
Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Garut Nomor 42 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27
Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi
Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah
Kabupaten Garut Tehun 2018 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN CIHURIP TAHUN 201%-2024.

BAB 1
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan;

1.
2

N s B

Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Garut

Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelengeara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonorn,

Bupati adalah Bupati Garut.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut,

Kecamatan adalah Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut

Camat adalah Pimpman Kecamatan Cihurip Kabupaten Garut.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat
BAPPEDA adalah Perangkat Daerah vang melaksanakan tugas dan
mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
rencana pembangunan Daerah

Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten.
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Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan
sumber daya yang dimiliki Daerah Kabupaten untuk peningkatan dan
pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha,
meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah
Kabupaten sesuai dengan urusan pemerintahan sesuai kewenangannya.
Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan
kebijakan masa depan melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur
pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya
yvang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat
RPJPD adalah dokumen perencanaan permbangunan Daerah Kabupaten untuk
periode 20 [dua puluh) tzhun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat
RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Dagerah Kabupaten untuk
periode 5 (lima) tahun terhitung sepk dilantik sampai dengan berakhirnya masa
jabatan Bupati.

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana
Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkai RKFD adalah dokumen
perencanaan Daerah Kabupaten untuk periode 1 {satu) tahun.

Perencanagn adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang
tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang ada.

Perencanaan Pembangunan Tahunan Daerah adalah proses penyusunan
Tencana pembangunan Daerah yang dilaksanakan untuk menghasilkan
dokumen perencanaan selama pericde 1 {satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra
Perangkat Daerah adalgh dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk
periode 5 (Hima) tahyn.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renja Perangkat
Daherah adalah dokumen perencanasan Perangkat Deerah untuk periode 1 (satu)
tahun

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan,

Misi adalah rumusan umum mengenai uUpaya-upaya yang akan dilaksanakan
untuk mewuiudkan visi.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka
waktu 5 (lima) tahun.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan,
berupa hasil pembangunan Daersh Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten
yang diperoleh darl pencapaian hasil {oufcome) program Perangkat Daerah
Strategi  adalah  langkeh berisikan program-program scbagai  prioritas
pembang_l.lnan Deerah Kabupaten/Perangkat Daerah Kabupaten untuk
mencapai Sasaran

Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi 1 (satu)
atau lebih kegiatan dengan menggunaken sumberdaya yang disediakan, untuk
mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.

Kegiatan adalah begian dari program yang dilaksanakan oleh 1 {sati) atau lebih
Unit Kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran
terukur pada suatu program dan terdini dari sekumpulan tindakan pengerahan
sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan
teknclogi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdava,

sebagal masukan fnpud) untuk menghasilkan keluaran foutput) dalam bentuk
barang atau jasa.



25, Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnva disebut RTRW adalah rencana
tata Tuang vang bersifat umum dari wilayah Daerah Kabupaten, yang mengacu
pada Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, rencana tata Tuang
pulau/kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional.

26, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD
adalah rencana keuangan tahuynan pemerintahan deserah yang dibahas dan
disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan
peraturan daerah.

BAB I
SISTEMATIKA

Pasai 2

Sistematika meliputi:

BAB 1

BAB TI

BAB 11

BAB IV

BaB Vv

BAB VI

BAB VII

PENDAHULUAN

Memuat gambaran latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan,
sisternatika  penulisan Rencana Strategis Perangkat Daerah
Tahun 2019-2024, :

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Memuat tugas, fungsi, dan struktur organisasi perangkat daerah, sumber
daya perangkat daerah, kinerja pelayanan perangkat daerah, sata
tantangan dan peluang pengembangan pelayanan perangkat daerah.

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi
pelayanan perangkat daerah, telaahan terhadap wisi misi dan program
kepala daerah dan wekil kepala daerah terpilih, telaahan terhadap Rensira
Kementerian/lembaga, telashan Renstra Perangkat Daerah Provinsi,
telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),telaahan Kajian Lingkungan
Hidup Strategis ([KLHS), serta Penentuan isu-isu Strategis.

TUJUAN DAN SASARAN

Memuat tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah yang
mengacu kepada tujuan dan sasaran jangka menengah daerah yang
tertuang dalam RPJMD. :

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berisi Tumusan pernyataan strémgi dan amh kebijakan Perangkat Daerah
dalam lima tahun mendatang yang mengacu kepada strategi dan amh
kebijakan jangka menengah daerah yang tertuang dalam RPJMD.

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Memuat rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok
sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah tahun 2019-2024,
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berisi indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung
menunjiukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah daelam lima
tahun mendatang sebagal komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan
dan sasaran RPJMD.



BAB VI PENUTUP

Berisi tentang catatan penting yang perhz mendapat perhatian, baik dalam
rangka pelaksanaannya mhaupun seandainya ketersediaan anggaran tidak
sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanean Renstra Perangkat Daerah

dan rencana tindak lanjut. : '

BABHI =~ .
ISI DAN URAIAN RENSTRA
" Pasal3

[si dan uraian Renstra sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantura dalam -
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahken dari Peraturan Bupati ini

BAB IV
KETEN TUAN PENUTUP
Pasﬂ 4
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati
ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut. -

' Ditetapkan di Garut
pada tanggal 16- 8 -2019

BUPATI GARUT,
ttd
' RUDY GUNAWAN. =

Diundangkan di Garut -
pada tanggal 16 - 8 - 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

ttd

DENI SUHERLAN

BERITA DAERAH KAEUPATEN GARUT
TAHUN 2019 NOMOR 104
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